KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BADAN ADMINISTRASI

KEPEGAWAIAN NEGARA 

KETUA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 

DAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN 

NOMOR : 35/TAHUN 1996 

NOMOR : 513/IX/6/8/1996 

NOMOR : KEP-30/A/0696 

TENTANG 

PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT 

DALAM JABATAN STRUKTURAL BELUM 

MEMENUHI KETENTUAN 

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1994 

KEPALA BADAN ADMINISTRASI 

KEPEGAWAIAN NEGARA, 

KETUA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN, 

Menimbang :  a. 
Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 yang ketentuan pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 05 Tahun 1995, masih terjadi pengangkatan dalam jabatan struktural tidak sesuai dengan maksud dan tujuan peraturan tersebut; 
b. Bahwa untuk tertib Administrasi Kepegawaian dan mencegah terjadinya penyimpangan pengangkatan dalam jabatan structural perlu menetapkan Keputusan Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Ketua Lembaga Administrasi Negara danDirektur Jenderal Anggaran mengenai Prgawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan structural belum memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun; 
Mengingat :    1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3545) 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546); 

4. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1998 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara; 

5. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1989 tentang Lembaga Administrasi Negara; 

6. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 05 Tahun 1995 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural; 

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :      KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA KETUA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT DALAM JABATAN STRUKTURAL BELUM MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1994. 

Pasal 1

Dalam keputusan bersama ini yang dimaksud dengan : 

1. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan structural belum memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun1994 adalah Pegawai Negeri Sipil yang setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun1994 diangkat dalam jabatan structural pangkatnya masih dua tingkat atau lebih dibawah pangkat terrendah dan atau belum mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan structural yang diisyaratkan untuk jabatan yang didudukinya. 

2. Pendidikan dan pelatihan structural adalah pendidikan dan pelatihan yang harus dipenuhi bagi Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan structural sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994. 

Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan structural belum memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 bagi yang pengangkatannya : 

a. Sebelum ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 05 Tahun 1995, tunjangan jabatan strukturalnya dapat dibayarkan. 

b. Setelah ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 05 Tahun 1995, tunjangan jabatan strukturalnya tidak dapat dibayarkan, tetapi apabila sebelimnya telah menduduki jabatan strukturl yang lebih rendah tetap dibayarkan tunjangan jabatan sebesar tunjangan jabatan sebelumnya. 

Pasal 3

Tunjangan jabatan structural bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, dapat dibayarkan penuh terhitung mulai bulan berikutnya setelah pangkatnya memenuhi syarat dan telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan structural. 

Pasal 4

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam paasl 2, dapat diberikan kenaikan pangkat sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir sepanjang memenuhi syarat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 5

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan structural dapat dipertimbangkan untuk diberikan kenaikan pangkat pilihan dipercepat, apabila telah berpangkat satu tingkat dibawah pangkat terrendah dan telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan structural untuk jabatan yang didudukinya dan sepanjang memenuhi syarat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 6

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan structural yang diisyaratkan untuk jabatan yang didudukinya. 

Pasal 7

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan structural yang belum memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 setelah berlakunya keputusan bersama ini, tidak sah dan keputusan pengangkatan dalam jabatannya harus dibatalkan. 

Pasal 8

Apabila dalam melaksanakan Keputussan Bersama ini dijumpai kesulitan dapat ditanyakan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Ketau Lembaga Administrasi Negara atau Direktur Jenderal Anggaran sesui dengan bidang tugasnya masing-masing. 

Pasal 9

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal  : 25 Juni 1996

KEPALA

BADAN ADINISTRASI KEPWGAWAIAN NEGARA,

ttd.

SOENARKO

                           KETUA 

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA, 

                               ttd.

                   J.B. KRISTIADI 

                                                              DIREKTUR  JENDERAL ANGGARAN, 

                                                                   ttd.
                                                                     DARSIAH  

